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ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Analisis
Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Studi
Putusan Nomor 429lPid.BlLfV2020lPN.Plg. Dan Nomor 678/Pid.B/LHl2A2ll
PN.Plg). ditulis oleh M. Arif Irfansyah dilatar belakangi oleh perbuatan
pemalsuan bahan bakar minyak oleh oknum yang tidak bertanggungiawab yang
meresahkan masyarakat dan merugikan negare'- Sehingga penulis ingin
mengetahui Bagaimana Pertanggungiawaban Pidana Dalam Putusan Nomor
429/p\d,B/LlV2020lPN.Plg. dan Nomor 678lPid.B/LH1202llPN.Plg dan
Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Pemalsuan
Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429lPid.BlLW2020lPN.Plg. dan
Nomor 678/Pid.B/LfV202UPN.P1g. Penelitian ini merupakan kajian hukum
Normatif yang menggunakan pendekataan penelitian berupa Pendekatan
Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan bahan bakar minyak
dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan hakim dalam memutuskan
suatu perkara didasarkan pada fakla-faha dalam persidangan yang timbul dan
merupakan gabungan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang
bukti.
Kata Kunci: Pemalsuan, Bahan Bakar Mirryak, Ttndak Pidana, Putusan Hakim

Indralaya, 2023

Pembantu,Pembimbing Utama,

Vera Novianti, s.H., M.H.

NrP. 19771 1032008012010 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana

Rd. Muhammad lkhsan, S.H., M.H.

NrP. 1 9680221199 512t001
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di 

dunia, diharapkan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Minyak dan 

gas saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan rumah tangga maupun 

industri. Sektor minyak dan gas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas. Industri minyak dan gas 

bumi terbagi dalam dua sektor usaha minyak dan gas bumi hulu dan sektor 

usaha minyak dan gas bumi hilir. Sektor di hulu terbagi menjadi dua kegiatan 

yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Kemudian sektor di hilir 

terbagi menjadi kegiatan pengolahan, transportasi, hingga penjualan ke 

konsumen terutama masyarakat.
1
 

Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan mencari cadangan hidrokarbon 

sedangkan kegiatan eksploitasi adalah kegiatan memproduksi hidrokarbon 

yang mana tujuan dari produksi ini ialah memindahkan hidrokarbon dari 

dalam bumi ke permukaan bumi. Kegiatan pengolahan adalah proses 

pengolahan hidrokarbon yang didapat dari kegiatan eksplorasi untuk 

dijadikan barang yang siap konsumsi seperti LPG (Liquefied Petroleum Gas), 

premium, solar, pertamax dan lain-lain. Kegiatan transportasi adalah kegiatan 

mendistribusikan hidrokarbon untuk dikelola ataupun yang telah dikelola agar 

bisa di konsumsi oleh masyarakat.
 

 

                                                 
1
 Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” 

Jurnal Arena Hukum (Agustus 2012), hlm. 79. 
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Bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan sektor yang 

sangat menjanjikan, terutama pengolahan minyak dan gas bumi hulu yang 

melingkupi eksplorasi dan pretreatment minyak dan gas bumi. Pengolahan 

minyak dan gas bumi hulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sektor 

minyak dan gas bumi di bagian hilir yang merupakan tahap proses, 

transportasi, penyimpangan dan perdagangan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan 

Gas Bumi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengolahan 

minyak dan gas bumi memberikan hak khusus bagi pemerintah untuk 

mengeksploitasi minyak dan gas bumi serta mengatur segala perusahaan yang 

bergerak di bidang privat untuk mengeksplor dan mengeksploitasi sumber 

minyak dan gas untuk dapat masuk kedalam kontrak dan bekerja sama 

dengan pemerintahan.
2
 

Berkembangnya usaha kegiatan di sektor hilir berdampak pada 

pembangunan kilang-kilang minyak di berbagai daerah di Indonesia. 

Berbagai penemuan cadangan minyak bumi dan pembangunan kilang-kilang 

minyak yang telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, menjadikan 

bangsa ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan pada usaha migas untuk 

masa mendatang.
3
 

 

                                                 
2
 Direktorat Ekonomi Kedeputian Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha, Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas, (Jakarta: Direktorat Ekonomi 

Kedeputian Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019), hlm. 12. 
3
 Asri Nugrahati, Minyak bumi dan BBM di Indonesia, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 

hlm. 1. 



3 

 

 

 

Pada tahun 1968 dibentuklah suatu Perusahaan Negara Pertambangan 

Minyak Negara dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA) yang merupakan 

penggabungan dari PERMINA dan PERTAMIN. Melalui Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, pemerintah mengatur peran 

Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari kilang-kilang 

minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. 

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 

dan Gas Bumi, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga 

penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan 

usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara 

(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT 

Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu 

hingga Sektor Hilir.  

Setelah Pertamina dibentuk sebagai perusahaan Negara, dan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, 

dan menjadikan pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Negara yang 

bergerak pada sektor migas.
4
  

Status Pertamina sebagai pemain tunggal dalam industri migas di 

Indonesia akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ini merupakan langkah awal 

                                                 
4
 Lestari Dian, “Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia,” (Skripsi Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2008), hlm. 37. 
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untuk menciptakan liberalisasi di sektor perminyakan untuk menciptakan 

pasar yang lebih kompetitif baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 

Pertamina akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas 

bumi yang diperlakukan sama dengan pelaku usaha lainnya, di mana sektor 

hulu diatur oleh BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas) dan 

sektor hilir diatur oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Migas). 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi sebagai usaha pencapaian liberalisasi di sektor migas 

ternyata mendapat respon yang besar terutama pada sektor hulu dan hilir 

perminyakan, ditandai dengan adanya perusahaan swasta pada sektor migas 

yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
5
 

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 

Gas Bumi berlaku, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam 

Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1971 Tentang Pertamina tidak berlaku lagi, meski sudah tidak 

berlaku lagi peraturan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang diatas tetap 

berlaku selagi tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 

Gas Bumi. 

                                                 
5
 Ibrahim Hasyim, Siklus Krisis di Sekitar Energi, (Jakarta: Proklamasi Publishing House, 

2005), hlm. 47. 



5 

 

 

 

 

Pada situasi sulit yang dihadapi pemerintah saat ini akibat 

meningkatnya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi dan naiknya harga 

bahan bakar minyak di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perorangan 

maupun korporasi melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab yang 

merugikan banyak orang yaitu seperti pengoplosan bahan bakar minyak yang 

mana perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diri 

sendiri dengan merugikan Negara dan masyarakat yang mengakibatkan 

subsidi Negara menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini juga berbahaya bagi 

pengguna bahan bakar minyak yang dioplos karena proses pembuatan 

dilakukan tidak sesuai dengan standard pembuatan yang benar dan sesuai 

dengan standar Pertamina. 

Banyaknya kasus pemalsuan bahan bakar minyak yang terjadi di 

berbagai daerah tentunya menimbulkan suatu permasalahan, mulai dari 

penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum hingga upaya yang dilakukan 

dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan bahan bakar 

minyak. Adapun kasus pengoplosan atau pemalsuan bahan bakar minyak, 

sebagai salah satu permasalahan penulis dalam penelitian ini yakni dalam 

Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg, dengan Terdakwa atas nama 

Abdul Basid Bin Muh Aliyadi yang merupakan warga dari Kelurahan Sei 

Selincah tepatnya di Kota Palembang. Bermula pada bulan Februari 2019 

Terdakwa yang saat itu memiliki usaha minyak eceran memiliki niat untuk 

meningkatkan omset penjualanya untuk melaksanakan niatnya tersebut 

Terdakwa membeli minyak bumi atau hasil olahan jenis minyak bensin 
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sulingan warna bening dari seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal di 

daerah sekayu seharga Rp. 5.500 perliternya, lalu minyak tersebut Terdakwa 

campur dengan menggunakan bahan kimia warna kuning dan biru yang 

Terdakwa beli dari toko kimia, agar terlihat seperti bahan bakar minyak jenis 

premium dan pertalite. Kemudian atas keresahan dan laporan dari masyarakat 

pihak Polda Sumsel langsung melakukan penyelidikan sekaligus 

penggeledahan dirumah Terdakwa yang menjadi gudang penyimpanan 

minyak tersebut. 

Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg, Penuntut Umum 

menjerat terdakwa dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 28 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hakim menjatuhkan 

Pidana kepada terdakwa Abdul Basid Bin Muh Aliyadi dengan Pidana 

Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh 

juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6
 

Adapun kasus kedua yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

ada pada Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg, yaitu Terdakwa atas 

nama M. Ali Sadikin, S.E. alias Kikin Bin Djakfar Ali yang merupakan warga 

dari Kelurahan Sei Selincah tepatnya di Kota Palembang. Bermula pada 

tanggal 23 Maret 2021 pihak Polda Sumsel mendapatkan informasi dari 

masyarakat bahwa disekitar wilayah Kelurahan Sei. Selincah Kecamatan 

kalidoni kota palembang, ada sebuah gudang minyak yang dijadikan tempat 

penyimpanan dan penjualan minyak ilegal, dengan adanya laporan tersebut 

                                                 
6
 Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg., hlm. 5. 
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dari masyarakat pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang 

keberadaan gudang tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan 

minyak olahan yang ditemukan di gudang milik Terdakwa berasal dari 

minyak hasil penyulingan olahan masyarakat di daerah sekayu yang dibeli 

oleh Terdakwa seharga Rp. 4.500 perliternya dari saudara Ananda alias 

Nanda (DPO), kemudian minyak olahan tersebut dikelola oleh Terdakwa 

menjadi bahan bakar minyak jenis bensin olahan, yang mana Terdakwa 

membuat bahan bakar minyak jenis bensin dengan cara memcampurkan 

serbuk berwarna kuning kedalam minyak mentah yang ada digudangnya 

tersebut agar menyerupai bensin yang biasa dijual di SPBU.  

Dalam Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg, Penuntut Umum 

menjerat terdakwa dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Hakim menjatuhkan 

Pidana kepada terdakwa M. Ali Sadikin, S.E. alias Kikin Bin Djakfar Ali 

dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
7
 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, 

maka penulis memberikan judul skripsi yaitu Analisis Putusan Hakim 

Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan 

Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg Dan Putusan Nomor 

678/Pid.B.LH/2021/PN.Plg). 

 

                                                 
7
 Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg., hlm. 3. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku 

Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 

429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2020/PN. 

Plg? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 

429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2020/PN. 

Plg? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Ratio Decidendi Dalam 

Memutus Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada 

Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 

678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 

429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 

678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi 

ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan serta acuan dalam 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak 

Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 

678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan Ratio Decidendi Dalam Memutus 

Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak 

Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 

678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan Ratio Decidendi Dalam Memutus 

Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan hal penting untuk diterapkan 

dalam penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang dari 

judul, rumusan masalah, serta bahasan dalam penelitian yang lebih jelas. 

Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini 

yang membahas tentang Ratio Decidendi Dalam Memutus Perkara Pelaku 

pemalsuan bahan bakar minyak dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/ 
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PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. dan Pertanggung 

jawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan 

Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang memuat 

gambaran tentang segala sesuatu yang penulis jadikan bahan dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tersebut: 

1. Teori Ratio Decidendi  

Teori Ratio Decidendi merupakan pertimbangan hakim atau 

alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori tersebut merupakan 

indikator dalam terwujudnya suatu nilai dalam putusan, termasuk 

keadilan (ex aquo et bono) dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat 

untuk orang-orang yang terlibat dalam hukum sehingga pertimbangan 

hakim haruslah dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.
8
 

Apabila Ratio Decidendi ini tidak diteliti dengan baik dan cermat, 

maka putusan Hakim yang berasal dari Pertimbangan Hakim tersebut 

akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada putusan 

pengadilan haruslah terdapat berbagai pertimbangan mengenai hal yang 

memberatkan dan hal yang dapat meringankan dalam memutuskan suatu 

perkara, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam 

                                                 
8
  Nurhafifah Dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 

Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan,” Jurnal Ilmu Hukum (2015), hlm. 343. 
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menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau 

putusan lainya.
9
 

Berbicara mengenai Peraturan hukum atas pertimbangan hakim 

terkait hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat 

meringankan terdakwa diatur pada Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf 

f KUHAP pada Pasal 197 huruf d yang berbunyi “Pertimbangan yang 

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi 

dasar penentuan kesalahan terdakwa”.
10

 

Mengutip dari Wiryono Kusumo yang menjelaskan bahwa 

Pertimbangan (considerans) adalah keputusan hakim atau argumen 

Hakim untuk memutus suatu perkara. Jika argumen hukum itu salah dan 

tidak masuk akal, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan 

tersebut salah dan tidak adil.
11

 Adapun mengutip dari Lilik Mulyadi yang 

menjelaskan bahwa Pertimbangan Hakim itu terdiri dari pertimbangan 

yuridis dan fakta-fakta di dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim 

haruslah menguasai dan mengetahui aspek teoritik dan praktik, 

yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Dasar Hakim 

dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan 

hasil penelitian yang berkaitan sehingga akan didapatkan hasil penelitian 

yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu bentuk 

                                                 
9
 Ibid, hlm. 344. 

10
 Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, Pertimbangan 

Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 

2015), hlm. 8. 
11

 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 

41. 
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usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, Hakim adalah aparat 

penegak hukum dan melalui putusannya dapat dijadikan indikator 

tercapainya suatu kepastian hukum.
12

 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnnya mempunyai 

wewenang untuk bercermin pada yuriprudensil dan pendapat para ahli 

terkenal (doktrin). Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya 

berdasarkan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat saja, 

hal ini pun di jelaskan pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 

yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat”.
13

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif 

saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas 

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari 

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan 

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan 

yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah 

ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. 

Mengutip dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana tidak dapat memisahkannya dari satu atau 

dua aspek yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang filosofis. 

Karena salah satunya adalah keadilan, maka pembahasan 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 9. 
13

 Ibid, hlm. 95. 
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pertanggungjawaban hukum memberikan gambaran yang lebih jelas. 

Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait 

dengan keadilan sebagai masalah falsafah.
14

 

Adapun pengertian perbuatan pidana tidak termasuk ke dalam 

hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk pada 

dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan 

itu kemudian juga dipidana, tergantung pada apakah dia dalam 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang 

yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, 

maka tentu dia akan dipidana. Geen Straft Zonder Schuld merupakan asas 

yang menyatakan bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan serta 

dasar dari dipidananya pelaku tindak pidana.
15

 

Orang yang melakukan tindak pidana harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, akan tetapi sebelum 

itu harus ditemukan dahulu unsur yang terdapat dalam kesalahannya.
16

 

Yang mana perbuatan seseorang tersebut dapat dikatakan merupakan 

suatu tindak pidana apabila memiliki dua unsur yaitu actus reus 

(perbuatan pidana) serta mens rea (niat untuk melakukan suatu tindak 

pidana).
17

 

                                                 
14

 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 10. 
15

 Ibid, hlm. 75.  
16

 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana 

Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10. 
17

 Ibid, hlm. 11. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana untuk mengelola pemikiran 

dengan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan kedalam sebuah 

karya tulis ilmiah. Adapun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji dalam penerapan atau kaidah-kaidah serta 

norma-norma hukum positif yang tertulis.
18

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, serta 

memeriksa perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum 

yang sedang dihadapi.
19

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perihal kasus yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang 

dihadapi.
20

 Dalam hal ini, penulis menelaah putusan Pengadilan 

                                                 
18

 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak 

Asasi Manusia,” Jurnal Humanis (Januari 2015). hlm. 4. 
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2021), hlm. 133. 
20

 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 14. 
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Negeri Palembang Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg mengenai 

tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak serta berkuatan 

hukum tetap. 

 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini ialah bahan hukum sekunder yang diantara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun peraturan 

perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana;
21

 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi;
22

 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg; 

6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. 

                                                 
21

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh 

Andi Hamzah, cet. 15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007). 
22

 Indonesia, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 

Tahun 2001, TLN No. 4152. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

penunjang untuk menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum 

primer, adapun yang menjadi penunjang dalam bahan hukum 

sekunder ini seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan 

sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi penunjang dalam 

bahan hukum tersier ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), internet, media massa dan kamus hukum.
23

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan 

penulis didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 

research), yaitu dengan cara mengumpulkan, mencari, dan 

mengiventariskan data yang didapat dari buku-buku, artikel, maupun 

jurnal-jurnal yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis 

kualitatif yang mana pada penelitian ini penulis menjelaskan secara 

detail hal yang telah penulis dapat dalam penelitian tersebut untuk 

                                                 
23

 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2017) hlm. 96. 
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memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas dalam 

menjawab permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Teknik dalam penarikan kesimpulan yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara 

menguraikan hal-hal yang sifatnya umum yang kemudian ditarik 

menjadi hal-hal yang bersifat khusus, agar bisa menjawab hal-hal 

yang penulis teliti dalam penelitian ini. 
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